
BANI(
TANGGUNG GUGAT

VANG MENGATAMI KOLAPS
TERHADAP DEPOSAN

ABSTRAK SKRIPSI

OLEH

DEWI SULISTIJAWATI
NRP 28901rt4

N|RM 89. 7. 004. 12021. 36769

FAI(ULTAS HUI(UM UIIIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA
t993



Surabaya, l{openber 1993

Hahasiswa yang bersangkutan

\,bf\\1y'
'\ ./'

Dewi su l ist ij awat i

l'lengetahu i

Dekan

DanieI Dj oko Tar I inan , cHvc Soegeng,



Sepuluh tahun terakhir sejak Juni 1983, saat dicananEl-

kannya deregulasi perbankan pertana kali oleh fienteri Ke-

nang:an Radius Prawiro, banyak sekali perkenbangian diindus-

tri perbankan. Junlah kantor bank senakin bertanbah, dan

sejalan dengan itu jaringan kantor-kantor bank juEla senakin

meluas,

Adanya kegiatan industri perbankan yang neningkat de-

n€lan pesat ini juga nenerlukan tindakan penyesuaian dari

otoritas noneter senula sebagai fol1ow up dari kebijaksana-

an, deregulasi perbankan Juni 1983, dianbil kebijaksanaan

paket oktober 1988.

Hal ini sangat menEElenbirakan karena pada gilirannya

nasyarakat akan semakin sadar dan teranpil dalan nenElen-

bangkan alternatif finansialnya yang nenElacu pada pertunbuh-

an dan penerataan ekononi nasioanal. Secara tidak lanClsung

juEla usaha-usaha tersebut ikut nerinElankan beban penerintah

dalan ha1 penyediaan dana bagi kelangsungan penbanEiunan.

Pada gilirannya persaingan antar bank ini sangat

menguntunElkan nasyarakat karena tuntutan nereka terhadap pe-

Iayanan dan kelengkapan fasilitas senakin nudah terpenuhl ,

Hal tersebut juga nenbuat nasyarakat senakin nampu menentu-

kan pilihan investasi dana yanEl paling cocok.

Tuntutan perbankan yang terlalu cepat ini kuranEi diin-

bangi dengan peningkatan tenagla ahli perbankan sehingga ba-

nyak penbajakan nanajer bank, Dalan pelaksanaannya pun len-

baga tersebut kurang nenperhatikan prinsip kehati-hatian.

Akhir-akhir ini dalan media nassa banyak diberitakan



nengenai tersendatnya pencairan deposito. l,lunculnya masalah

ini nembawa dampak yanE tidak keeil, apabila dilihat junlah

uanEi secara kunulatif yang nenyan€tkut, serta banyaknya depo-

san kecil yanEl terkena.

Dilain pihak hubungian hukun antara deposan dengan bank

diatur dalan hukun perdata. Adapun hubungan itu dapat

diidentikkan dengan adanya hubunElan hukun pinjan netninjan ka-

rena didalannya terdapat unsur-unsur tersebut. Ketentuan

ini terdapat dalan pasal 1754 KUH Perdata yang nenentukan

bahwa:

Pinjan neninjan ialah persetujuan denEian nana pihak yanEi
satu nemberikan kepada pihak lain suatu junlah tertentu
barang-barang yang nenE habis karena penakaian, denEian
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan men€len-
balikan sejunlah yanEl sana dari macan dan keadaan yang
sama pu1a.

SeIama ini kedudukan hukum nasabah di fndonesia memang

lenah. Bila debitur yang menpunyai hutang ke bank belun nen-

bayar kreditnya sanpai batas waktu yang ditentukan maka bank

akan seElera saja menElajukan permohonan eksekusi barang

janinan debitur itu. Nanun sebaliknya bila bank yang kolaps,

nasabah akan kesulitan untuk nenperoleh pembayaran kenbali

uang: yang disimpan dibank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tinbul pernasalahan sebagai

berikut : Bagainana tanggung EluElat bank yang nengalami kolaps

terhadap deposan ?

Hal inilah yang nendoronEl penulis agar dapat nenEada-

kan penelitian lebih lanjut, sehingga nenperoleh kejelasan.

Atas dasar uraian tersebut di atas, skripsi ini berjudul

TANGGUNG GUGAT BANtr YANG I'ISNGALA}.II KOLAPS TERHADAP DEPOSAN.



Adapun tujuan penulisan ini dimaksudkan sebaEiai

berikut; untuk nemenuhi salah satu syarat Eluna mencapai ge-

1ar sarjana hukun dari fakultas hukun Universitas Surabaya.

Sela'in daripada itu ingin mengetahui lebih lanjut da_

1am keadaan bagainana bank dinyatakan kolaps dan tanglElun6-

iagabnya terhadap deposan, Ha1 ini didasarkan karena adanya

hak yang dapat dikatakan tidak seinbang, Bengingat bank

apabila nenberikan kredit nenghendaki debitur nenyerahkan

barang sebagai janinan. Nanun dalan pelaksanaan penyinpanan

uang oleh deposan, pihak bank tidak nenberikan janinan bah-
l

era uanEl yanEi disinpan pasti anan.

lletoda yanEl digunakan dalan skripsi. ini yaitu pendeka-

tan nasaLah secara yuridis analistis yang maksudnya adalah

dasar penyusunal bertolak dari nenganalisa peraturan per-

undang-undangan dalan ha1 ini KUH Perdata untuk diinves-
tarisasikan seeara sistenatis yang kenudian dikaj.tkan de-

nEian nasalah yang ada,

Sunber data yang dilakukan dalan skripsi ini denElan

menpergunakan suatu penelitian terhadap data sekunder yang

terdiri dari bahan hukun pri.ner yaitu bahan hukun denElan ne-

ninjau peraturan perund ang-und anglan yanEl berlaku dan bahan

hukum sekunder, yai.tu bahan-bahan ynag erat hubungannya de-

ngan bahan hukun priner,

Prosedur pengunpulan data yang penulis perElunakan ter-
diri dari studi kepustakaan dan data !'ang diperoleh dari Ia-
pangan, dengan nenggunakan tehnik !{awancara pada sekelompok

orang yang nenpunyai otoritas dengan pernasalah yang saya



bahas.

Anali.sis data yang dilakukan dalan skripsi i.ni menEEiu-

nakan netode kualitatif suatu cara penelitian yang nengha-

sil data deskriptif analistis yaitu penElolahan data

diperoleh dari Bank fndonesia Surabaya nelalui wawancara ke-

nudian dipilah-pi1ah untuk nencari data yang berkaitan
dengan masalah yan€ dibahas kenudian hasilnya penulis susun

sehinggga dapat nenbahas permasalahan yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari

data dibagi dalan beberapa fase yaitu:
Pe rs i apan

Pengunpulan data

Analisa data

Lapor an

1 bu lan

1 bu lan

3 bu 1an

1 bulan

Pokok hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis

adalah sebagai ber iku r

Bank nerupakan suatu badan hukun, dalan skripsi ini
penulis nembatasi bank swasta yang berbentuk Perseroan Ter-
batas,

Kolaps baEi bank nerupakan suatu istilah, sehingga ti-
dak terdapat arti yang tepat untuk kolaps. ltenurut istitah,
kolaps diartikan sebagai bank dalan keadaan bernasalah

atau bank dalan nenjalankan operasional nenElhadapi masalah.

Keadaan kolaps yang dialani bank, tidak nenpengaruhi

bank dalan nenj alankan usahanya dengan menanbah nodal

usahanya. Bank lndonesia sebagai bank sentral akan merberi
penbinaan dan pengawasan dan akan nenberi kredit likuidasi



kepada bank yanEi bersanElkutan agar bank dalan keadaan sehat

kenbali.

Apabila setelah diberikan kredit Iikuidasi dan penbi-

naan oLeh Bank Indonesia, masih terdapat tanda-tanda yang

nenbahayakan kesehatan dan kelan€tsunElan hidup bank naka

Bank fndonesia akan nelaporkan kepada ltenteri Keuangan. Hal

ini sejalan dengan ketentuan pasal 32 UU No. 7 Thn. 1992.

Kemudian apabila diketahui bahwa keadaan bank nenbaha-

yakan sisten perbankan, Bank fndonesia nenglusulkan kepada

Hehteri KeuanElan untuk neneabut izin usaha bank yang ber-

sangkutan. Ha1 ini sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 1, 3,

4, 5 UU No. 7 Thn.1992.

llemperhatikan uraian di atas naka bank yanEf kolaps ha-

nya nengalani kesulitan keuangian yang ditinbulkan denEian

kredit nacet naka yang terjadi adalah bank mengalani kesu-

liban untuk nenbayar bunga pinjanan para deposannya dan

belum nenbahayakan kehidupan usaha perbankan. ltaka yang di-
alami deposan adalah suatu kerugian karena tidak dapat ne- l

narik kenbali uanEl yanE telah jatuh tenpo.

01eh karena nelakukan perbuatan in$kar janji atau wan-

prestasi, sehingga sepantasnya apabila bank yanEi kolaps ber-

tanggunggugat nenberikan penggantian kerugian kepada depo-

sannya yang telah jatuh tenpo atas dasar ketentuan pasal

12,43 KUH Perdata yanEl nenyatakan:
Penggantian biaya, ruEli dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah nulai diwajibkan apabila si
berutanEl, setelah dinyatakan 1a1ai oenenuhi perikatan-
nya, tetap nelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuat dalan tenggang waktu yang telah
d i lampaukannya



Selain daripada itu bank juga harus ber tanggungguEiat

atas dasar ketentuan pasal 1367 KUH Perdata, dimana pihak

bank tidak hanya b er tanElElunEij awab atas keruElian yanEi ditin-

bulkan oleh dirinya sendiri nelainkan juga orang-orang dalan

ha1 ini para penEiurus yang berada dibawah tanggungannya yan€l

nelakukan perbuatan yang nengakibatkan orang lain nenderita

kerugian.

Apabila pengurus nelakukan perbuatan nelanpui ba-

tas atau tidak sesuai dengan denElan tujuan PT yang berakibat

nerug'ikan pihak ketiefa naka dapat dikenakan ketentuan pasal

1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukun

terdiri dari adanya perbuatan melanggar hukun, dilakukan ka-

rena kesalahannya, harus ada kerugian dan antara perbuatan

denElan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.

Akhirnya dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa hubungan hukum antara bank dengan deposan atas dasar

hubun€lan pinjan neninjan, dirnana pihak deposan neninjankan

sejunlah uang kepada bank. Pinjan meninjan rnerupakan suatu

perjanjian, yanEi berarti hubungan hukun keduanya atas dasar

perikatan yanEf lahir karena persetujuan,

Bank yanE kolaps tidak dapat menbayar atau nenEundur-

kan penbayaran sanpai jangka waktu yanEi ditentukan dapat

dikatakan telah melakukan ingfkar janji. Dengan demikian

pi.hak bank yanEl kolaps ber tandgundgugat terhadap deposan

atas dasar wanprestasi, sehingga nemberikan kewajiban untuk

nenbayar penggantian kerugian biaya, rugi, bunga.


